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KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada
Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Kerja Strategis
(RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun
2021-2026. Penyusunan Renja ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. .

Rencana Kerja adalah merupakan suatu perencanaan dari sebuah
program dan kegiatan kerja yang akan dilakukan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai amanat Undang-
Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Dengan demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa pada Tahun 2024
tetap berkenaan pada soal Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan-
Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan dengan ukuran tingkat kinerja
Sumber Daya Manusia dalam Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
sudah ditetapkan setiap tahunnya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini selain untuk dapat memberi
arahan bagi penyelenggara kegiatan juga dapat diharapkan dapat memberi
informasi atau gambaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengetahui kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mewujudkan
Visi dan Misinya.

Kami ucapkan terimah kasih kepada Tim penyusun Perubahan
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Gowa dan semua pihak yang sudah memberikan saran dan masukan dalam

penyusunan dokumen ini.
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1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya perubahan indikator kinerja utama pada
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
2021-2026 maka Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Tahun 2024 pun dilakukan perubahan agar semua dokumen
perencanaan menjadi selaras dengan dokumen perencanaan lainnya.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta
masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja,
pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan
program dan kegiatan
sesusai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian
sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi
penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD
menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan
Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
Rencana Kerja (Renja) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana

Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.



Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Prinsip — prinsip didalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah

sebagai berikut:

1.

Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan
awal RKPD;

Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan
daerah yang memerlukan  prioritas  penanganan  dan
mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri,
melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan
penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian
kegiatan penyusunan APBD;

Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan
daerah yang memerlukan  prioritas  penanganan  dan
mempertimbangkan pagu indikatif masing — masing SKPD;
Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan
target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total
kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja

SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan

dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan

RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP,
Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.
Seperti yang terlihat dibawah ini :



Bagan I.1
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1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang — undangan yang melatarbelakangi penyusunan
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa
adalah sebagai berikut:

1. Undang — Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4286);

3. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;




10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004
tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun
2004 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2005 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun
2012-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ;

Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 tanggal 23
Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.



12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No0.90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dimaksudkan untuk :

1.

Melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat
daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan
ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD;
Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala
prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan;
Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam
pencapaian program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
yang memuat arah kebijakan pelayanan yang merupakan
urusan wajib pemerintah daerah.

Mewujudkan komitmen bersama dalam tahapan pencapaian
Visi, Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Gowa Periode 2021-2026.

Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen
Pemerintah Kabupaten Gowa untuk peningkatan kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa pada

umumnya

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan

keuangan daerah sebagai berikut :

1.

Tersedianya perencanaan program dan kegiatan pembangunan

dan pengelolaan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk



tahun rencana secara komprehensif, integralistik dan strategis
yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam
perumusan Rencana Kerja SKPD Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Gowa setiap tahunnya dengan
menerima masukan dari berbagai pihak baik pemangku
kepentingan maupun stake holder.

2. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci
keberhasilan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai
tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan serta pelayanan masyarakat.

3. Merupakan komitmen bersama masing — masing, Sekretaris dan
Bidang terhadap pelaksanaan program — program yang akan
dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

4. Dapat menjadi alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian
kinerja Kepala Badan setiap Tahun Anggaran, dengan

menggunakan tiga tolok ukur yaitu :

e Masukan
e Keluaran
e Hasil

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :

BAB| PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik
I.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD

dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan



BAB Il

Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan

dan penganggaran SKPD.

Maksud Dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja SKPD.

Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD,

serta susunan garis besar isi dokumen.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1.1

1.2

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Program Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review)
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu
(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada
waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007.



1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala
daerah, terhadap capaian program
nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs
(Sustainable Development Goals);

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan SKPD

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian

mengenai:

1.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan;

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut
dilakukan;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut
dan catatan penting terhadap perbedaan dengan
rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan
program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di
rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan

cocok namun besarannya berbeda;

.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam

bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,

baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

10
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BAB IV

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan
kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan

dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

.1 Telaahan terhadap Kebijakan  Nasional Berisikan
penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi SKPD

.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berisikan perumusan
tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu—isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

1.3 Program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program
dan kegiatan, antara lain meliputi:
e Jumlah program dan jumlah kegiatan.
e Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
e Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci

menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak
sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi

keduanya.

PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan.

11



BAB Il
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN LALU

.1  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian
Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 dibiayai dengan anggaran
yang tertuang dalam APBD Pokok Tahun 2022 yang disahkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 29
Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten Gowa Perubahan APBD

Kabupaten Gowa Tahun 2022, No.02 Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022.

Tahun Anggaran 2022 , serta

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 291.121.638.169,98
dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 262.749.583.337,00 sebagaimana yang
tertera pada tabel berikut :

No URAIAN ANGGARAN REALISASI %
I BELANJA 291.121.638.169,98 262.749.583.337,00[ 90,25
A BELANJA OPERASI 65.680.579.783,98 38.404.562.250,00| 68,95
Belanja Pegawai 51.818.429.988,00 29.723.691.696,00| 57,36
Belanja Barang dan Jasa 3.878.390.295,00 3.376.848.395,00 87,07
Belanja Bunga 9.983.759.500,00 5.304.022.159,00| 53,13
B BELANJA MODAL 287.485.300,00] 283.855.700,00( 98,74
Belanja Peralatan dan Mesin 287.485.300,00] 283.855.700,00( 98,74
C BELANJA TIDAK TERDUGA 2.261.495.385,00, 1.949.892.460,00| 86,22
Belanja Tidak Terduga 2.261.495.385,00 1.949.892.460,00( g6,22
D BELANJA TRANSFER 222.892.077.701,00 222.111.272.927,00 99,64
Belanja Bagi Hasil 1.675.443.701,00 1.068.106.323,00 63,75
Belanja Bantuan Keuangan 221.216.634.000,00 221.043.166.604,00 99 92
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Dari 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub

kegiatan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Gowa pada Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

A.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 53.939.517.810,98 dan terealisasi
sebesar Rp.31.724.383.123,00 atau 58,81 % terdiri dari 2 (dua)

kegiatan, sebagai berikut:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.59.317.500,00 dan

terealisasi sebesar Rp.44.379.000,00 atau 74,82% terdiri dari 2

(dua) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan
jumlah anggaran sebesar Rp.48.939.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 34.013.000,00 atau 69,50%.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.10.378.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.366.000,00
atau 99,88%.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran

sebesar Rp.52.113.643.389,98,00 dan terealisasi sebesar

Rp.29.995.896.496,00 atau 57,56% terdiri dari 3 (tiga) sub.kegiatan,

sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah anggaran
sebesar
Rp.51.638.569.988,98 dan terealisasi sebesar
Rp.29.560.431.696,00 atau 57,24%.

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi
Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.460.128.401,00 dan terealisasi sebesar Rp.420.701.800,00
atau 91,43%.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.14.945.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.14.763.000,00 atau 98,78%
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[ll. Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah dengan jumlah
anggaran sebesar Rp.150.200.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.134.250.000,00 atau 89.38% terdiri dari 1 (satu) sub.kegiatan,
sebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.126.500.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.124.950.000,00 atau 98,77%.

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.23.700.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.9.300.000,00 atau 39,24%.

IV. Administrasi Umum Perangkat Dearah dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 991.953.361,00 dan terealisasi sebesar
Rp.940.616.875,00 atau 94,82% terdiri dari 4 (empat) sub.kegiatan,
sebagai berikut:

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.253.551.159,00 dan terealisasi  sebesar
Rp.253.165.000,00 atau 99,85 %.

2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.000.000,00
dan terealisasi sebesar Rp.5.700.000,00 atau 95,00 %

3. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.82.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 70.445.000,00
atau 85,39 %

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.636.158.002,00 dan
terealisasi sebesar Rp.597.624.875,00 atau 93,94 %

V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.287.485.300,00 dan
terealisasi sebesar Rp.283.855.700,00 atau 98,74 % terdiri dari 1
(satu) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.287.485.300,00 dan terealisasi  sebesar
Rp.283.855.700,00 atau 98,74 %
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VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
jumlah anggaran sebesar Rp.85.183.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.78.583.010,00 atau 92,25% terdiri dari 2 (dua) sub.kegiatan,
sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.13.650.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.10.758.010,00 atau 78,81 %.

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan
jumlah anggaran sebesar Rp.71.533,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 67.825.000,00 atau 94,82 %.

VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
251.735.260,00 dan terealisasi sebesar Rp.246.802.042,00 atau
98.04 % terdiri dari 2 (dua) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.139.296.400,00
dan terealisasi sebesar Rp.134.418.048,00 atau 96,50 %.

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.112.438.860,00 dan terealisasi  sebesar
Rp.112.383.994,00 atau 99,95 %.

Dari Program dan Kegiatan tersebut Indikator Kinerja yang dicapai
adalah tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Dokumen
SAKIP, Laporan Keuangan Akhir Tahun dan terpenuhinya kebutuhan
Administrasi  Perkantoran, Pakaian Dinas, Peralatan Kantor serta
terpeliharanya Kendaraan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.
B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar

Rp.1.563.901.373,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.306.514.703,00 atau
38,56 % terdiri dari 4 (empat) kegiatan, sebagai berikut:
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Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan
jumlah anggaran sebesar Rp.736.784.693,00 dan terealisasi
sebesar Rp.588.592.090,00 atau 79,89% terdiri dari 7 (tujuh)
sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan
jumlah anggaran sebesar Rp.16.891.750,00 dan tidak ada
realisasi pada Tahun Anggaran 2022.

2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.17.116.750,00 dan tidak
ada realisasi pada Tahun Anggaran 2022.

3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan
jumlah anggaran sebesar Rp.48.645.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp.33.114.000,00 atau 68,07 %.

4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48.645.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.47.714.568,00 atau 98,09 %.

5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.453.298.500,00 dan
terealisasi sebesar Rp.420.944.892,00 atau 92,86 %.

6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.152.187.693,00 dan terealisasi sebesar Rp.86.818.630,00
atau 57.05 %.

. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan jumlah

anggaran sebesar Rp.499.522.200,00 dan terealisasi sebesar

Rp.460.356.422,00 atau 92,16% terdiri dari 5 (lima) sub.kegiatan,

sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan jumlah
anggaran sebesar Rp.41.242.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.40.832.000,00 atau 99,01 %.

2. Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan

Anggaran Kas dan SPD dengan jumlah anggaran sebesar
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Rp.115.259.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.110.250.952,00
atau 95,65%.

Penatausahaan Pembiayaan Daerah dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.60.029.800,00 dan terealisasi sebesar
Rp.55.442.750,00 atau 92,36%.

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan Atas S{2D dengan Instansi
Terkait dengan jumlah anggaran sebesar Rp.134.601.000,00
dan terealisasi sebesar Rp.134.324.520,00 atau 99,79%.
Pembinaan, Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota  dengan  jumlah anggaran sebesar
Rp.148.389.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.119.506.200,00
atau 80,54%.

lll.Koordinasi dan Pelaksanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.327.594.480,00 dan
terealisasi sebesar Rp.257.566.191,00 atau 78,62% terdiri dari 4

(empat) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1.

Koordinasi  Pelaksanaan  Akuntansi  Penerimaan  dan
Pengeluaran Kas Daerah dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.99.240.380,00 dan terealisasi sebesar Rp.51.690.000,00
atau 52,09%.

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.144.594.350,00 dan
terealisasi sebesar Rp.144.438.191,00 atau 99,89%.

Koordinasi,  Sinkronisasi dan  Penyelesaian  Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dengan jumlah
anggaran sebesar Rp.21.249.750,00 dan tidak ada realisasi
pada Tahun Anggaran 2022.

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar
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Rp.62.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.61.438.000,00
atau 98,29%.

IV. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 235.137.332.586,00 dan
terealisasi sebesar Rp.229.365.187.546,00 atau 97,55% terdiri dari
4 (empat) sub.kegiatan, sebagai berikut:

1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan
Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 9.983.759.500,00 dan realisasi sebesar
Rp. 5.304.022.159,00 atau 53,13% pada Tahun Anggaran 2022.

2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 221.216.634.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 221.043.166.604,00 atau 99,92%.

3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 2.261.495.385,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 1.949.892.460,00 atau 86,22%.

4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dengan jumlah
anggaran sebesar Rp.1.675.443.701,00 dan terealisasi sebesar
Rp.1.068.106.323,00 atau 63,75%.

Dari Program dan Kegiatan tersebut Indikator Kinerja yang dicapai
adalah tersedianya APBD Kabupaten Gowa, Penatausahaan Keuangan,
Terlayaninya Pihak Ketiga, Perda Pertanggungjawaban APBD, Penyaluran
Bantuan Keuangan dan Pelaksaan Kegiatan yang Mendesak serta

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

C. Program Pengelolaan barang Milik Daerah dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.473.886.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.432.588.600,00
atau 91,29% terdiri dari 1 (satu) kegiatan, sebagai berikut:

I. Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 480.886.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.353.497.965,00
atau 73.51% terdiri dari 4 (empat) sub.kegiatan, sebagai berikut:
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1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.107.217.800.,00 dan
terealisasi sebesar Rp.105.444.517,00 atau 98,35%.

2. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan
jumlah anggaran sebesar Rp.124.127.900,00 dan terealisasi
sebesar Rp.65.581.256,00 atau 52.83%.

3. Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.33.378.400,00 dan
terealisasi sebesar Rp.19.235.900,00 atau 57,63%.

4. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan jumlah
anggaran sebesar Rp.216.162.300,00 dan terealisasi sebesar
Rp.163.236.292,00 atau 75,52%.

Berdasarkan hasil review terhadap pelaksanaan RENJA Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 dan
pencapaian kinerja RENSTRA, maka rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan
RENJA dan pencapaian RENSTRA sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat

pada Tabel berikut :
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Tabel

REVIEW EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Kinerja Realisasi A Target Renstra SKPDs/d tahun
. S . L Kegiatan Tahun Lalu Target .
. Indikator Kinerja Capaian Target Kinerja berjalan
Urusan/Bidang Urusan - e — e T e Program dan - - -
Kode Pemerintahan Daerah dan Program 9 . 9 9 N Kegiatan REEllBEs) CEpem Tingkat Capaian
_ (Outcomes)/Kegiatan (Renstra dan Keluaran | Target Renja > Program dan
/Kegiatan i Realisasi Renja | Tingkat (Renja SKPD . Realisasi
(Cutput) SKPD) Tahun | Kegiatan s/d SKPD tahun SKPD tahun 2022| Realisasi (3| Tahun 2023) Kegiatan s/d T R
2024 tahun 2022 2022 e ealisasi (%) tahun berjalan | 1279€ 5 nstra
(tahun 2023) €)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 Urusan Pe ir Fungsi Pe je Ke
4 |04f02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Persentase ketersediaan
Program Urusan Pemerintahan
4 |04]02|01 9 dokumen perencanaan, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah keuangan, administrasi
umum dan ke i
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase ketersediaan
4 |04(02(01|01 naan, renganggaran, Dokumen Penganggaran | 7 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 7 Dokumen 19 271%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah e
dan Evaluasi Kinerja
Jumlah Orang yang Menerima
4 [04]02]01 (02 Penyusunan Dokumen Perencanaan . 9yeng 4 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 4 Dokumen 10 250%
Perangkat Daerah Gaji danTunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunanan Laporan [Jumlah Dokumen
4| 5| 6| 7| 8|Capaian Kinerja dan Ikhiisar Realisasi  |Penatausahaan dan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 9 300%
Kinerja SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan
A s Persentase ketersediaan
y e layanan Administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 300%
Daerah K
Jumlah Orang yang
410402 (01|09 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |Menerima gaji dan 55 Orang/Bulan| 55 Orang/Bulan| 55 Orang/Bulan| 55 Orang/Bulan 100% 55 Orang/Bulan 165 300%
Tunjangan ASN
Pelak Pe h lah Paket Pakaian D
4| 0a| 02|01 |12 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumiah Paket Pakaian Dinas | 156 o on | 156 Dokumen | 166 Dokumen | 156 Dokumen 100% 156 Dokumen %8| 300%
Pengujian/Verifkasi Keuangan SKPD  |beserta Atribut Kelengkapan
Jumlah Pegawai
Koordinasi dan Penyusunanan Laporan |Berdasarkan Tugas dan
4 5[ 6| 7| 8 . X o 1L 1 La 1 La 1 Lay 100% 1 Lay 3 300%
Keuangan Akhir Tahun SKPD Fungsi yang Mengikuti aporen poran poran poran ’ poran ?
Pendidikan dan Pelathan
Administrasi Kepegawaian Persentase ketersediaan
peg layanan Administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3| 300%
Perangkat Daerah .
Kepegawaian
Jumlah Paket Komponen
4 |oaloz2]o1]1s Pengadaan Pakaian Dinas Beserta InstalasiListrik/Penerangan 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 100% 3 Paket 9 300%
Afribut Kelengkapannya Bangunan Kantor yang
Disediakan
4 oaloz|o1] 18 Pendidikan dan Pelathan Pega\lfva\ Jumlah Paketﬁahgn Logistk 4 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 100% 4 Orang 1 350%
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor yang Disediakan
AR Administrasi Umum Perangkat Persentase ketersediaan
9 layanan Administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 300%
Daerah
Umum Perangkat Daerah
i i Jumlah Paket Bahan/Material
Penyediaan Kormponen dan Instalasi | Jumieh Patet Bahen/Materel |y, 10 Paket 10 Paket 10 Paket 100% 10 Paket 0| 300%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
. - Jumlah Laporan Fasilitasi
Penyediaan Bahan Logistk Kantor . 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 6 300%
Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
i Penyelenggaraan Rapat
Penyediaan bahan bacaan dan Y 99 pa . 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 5 Dokumen 15 300%
peraturan perundang-undangan Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Paket Bahan/Material
4 |04|02|02 Penyediaan Bahan/Material 5 o 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 100% 100%
yang Disediakan
I Jumlah Unit Peralatan dan
4 (04]02|02(07|Fasilitasi Kunjungan Tamu . e . 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 0% 12 Laporan 36 300%
Mesin Lainnya yang Disediakan
P " tkoordinasi d Jumlah Peny elenggaraan Rapat
4 |0a]02|02|0s| cnYeen9garaan rapatkoordinasi Gan |y inasi dan Konsultasi 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 300%
Konsultasi SKPD
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase
4104(02(02|09|F jang Urusan peng K i 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 300%
Daerah barang milik daerah
Jumiah Laporan Penyediaan
4 |04|02|02| 22| Pengadaan Peralatn dan Mesin Jasa Peralaan dan 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100% 2 unit 6 300%
Lainnya Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
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Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Persentase ketersediaan

. Jasa Penunjang Urusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 300%
Pemerintah Daerah .
Pemerintahan Daerah
Jumlah Kendaraan
" i Perorangan dinas atau
Penyed}aan Jalsa K omunikasi, Sumber kendaraan dinas jabatan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 100% 8%
Daya Air dan Listrik o
yang dipelihara dan
dibayarkan pajaknya
Jumlah Sarana dan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Prasarana Gedung Kantor
12 Lay 12 Lay 12 Lay 12 Lay 100% 12 Lay %
Perlengkapan Kantor atau Bangunan Lainnya poran poran poran poran 00% poran * 300%
yang dipelihara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | .
P jang Urusan P h ) L 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 300%
. barang milik daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dumiah ‘Kendaraan Dinas
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional aau Lapangan
) yang Dipelihara dan 30 unit 30 unit 30 unit 30 unit 100% 30 unit 90 300%
Perorangan Dinas atau Kendaraan . .
) Dibayarkan Pajak dan
Dinas Jabatan .
Perizinannya
lah Unit
Pemelihara/Rehabilitasi Sarana dan ;ﬁg:r;:: ::;j:a ;::m
Prasarana Gedung Kantor Atau 9 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 100% 10 unit 100% 10%
Banaunan Lainnva atau Bangunan Lainnya
9 ¥ yang Disediakan
Tingkat Kepatuhan
1 |Program Pengelolaan Keuangan Daef e 20aP standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%|  100%
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Persentase dokumen
Koordinasi dan Penyusunan penga.nggaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Anggaran Daerah Peemrintah daerah yang
diselesaikan Tepat Waktu
Koordinasi Penyusunan dan Verifkasi | Jumlah Perubahan DPA-
1 Doki Dokt Dok Dx 100% Dx 162 %
RKA -SKPD SKPD yang Diverifkas 54 Dokumen 54 Dokumen 54 Dokumen 54 Dokumen 00% 54 Dokumen 6. 300%
Jumlah Peraturan Daerah
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi ~ |tentang APBD dan Peraturan
Doki Dokt Dok Dx 100% Dx 162 %
Perubahan RKA-SKPD Kepala Daerah entang 54 Dokumen 54 Dokumen 54 Dokumen 54 Dokumen 00% 54 Dokumen 6. 300%
Penjabaran APBD
Jumlah Peraturan Daerah
- y tentang Perubahan APBD
Koordinasi Penyusunan dan Veriikasi dan Peraturan Kepala 54 Dokumen 54 Dokumen 54 Dokumen 54 Dokumen 100% 54 Dokumen 162 300%
DPA-SKPD )
Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Koordinasi Penyusunan dan Verifkasi ~ |Jumlah Perubahan DPA-
54 Dok 54 Doki 54 Dok 54 Doki 100% 54 Doki 100% 2%
Perubahan DPA-SKPD SKPD yang Diverifkasi cxumen oxumen cxumen umen o umen ° o
goordlnsfrg d;n P/e\r;yBu;udnan:er?ran Jumiah Dokuren Hasi
1| Paerag teniang an lera ran Koordinasi dan Pengelolaan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 12 300%
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Kas Daerah
APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan  |Jumiah Dokumen Hasil
Daerag Tentang Perubahan APBD dan |Pengendalian dan
2 4 Dok 4 Dok 4 D 4 Dok 100% 4 Dok 12 %
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penerbitan Anggaran Kas oxumen oxumen okumen oxumen 00% oxumen 300%
Penjabaran Perubahan APBD dan SPD
Persentase Ketepatan
Koordinasi dan Pengelol . . . . , ) .
Perbendaharaan Daerah Penatausahaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 300%
Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
8|Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah|Pengeluaran Kas serta 7500 Dokumen | 7500 Dokumen | 7500 Dokumen [ 7500 Dokumen 100% 7500 Dokumen 22,500 300%
Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait
Jumlah Orang yang
Penyiapan, Pelaksanaan Pengadian | Mengikui Pentinazn 786 Dokumen | 786 Dokumen | 786 Dokumen | 786 Dokumen 100% | 786 Dokumen 2358  300%
dan Penertban Anggaran Kas dan SPD |Penatausahaan Keuangan
PemerintahKabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Penatausahaan Pembiayaan Daerah  |P haan Pembiayaan | 2400 Dokumen | 2400 Dokumen | 2400 Dokumen [ 2400 Dokumen 100% 2400 Dokumen 7,200 300%
Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Jumlah Laporan Hasil
Pengeluaran Kas serfa Pemungutan dan |Koordinasi Pelaksanaan |10 oy ner {5100 Dokumen | 5100 Dokumen | 5100 Dokumen 100% | 5100 Dokumen 15300]  300%
) . . o ), o
Pemotongan atas SP2D dengan Instansi |Akuntansi Penerimaan dan
Terkait Pengeluaran Kas Daerah
Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Penyiapan, Pelaksanaan Pengadilan Pelaksanaan APBD
dan);)err)]erlgban Anggaran Kasgdan SPD Kab/Kota dan Rancangan 80 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang 100% 80 Orang 240 300%
9 PERDA Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kab/Kota
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Koordinasi dan Pelaksanaan

Persentase Dokumen
aporan

Dagrah

Daerah yang Disusun

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan . 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 300%
Pertanggungjawaban
Daerah
Keuangan
Jumlah Orang yang
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Mengikut Pembinaan
Penerimaan dan PengeluaranKas ~ |Akuntans, Pelaporan dan | 649 Dokumen | 649 Dokumen | 649 Dokumen | 649 Dokumen 100% | 649 Dokumen 1,947 300%
Daerah Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumiah Rancangan
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan {Peraturan Daerah tentang
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pelaksanaan APBD
APBD Provinsi dan Rancangan Kepala |Kab/Kota dan Rancangan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 300%
Daerah Tentang Penjabaran PERDA Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban PelaksanaAPBD  [Pertanggungjawaban
Kabupaten /Kota Pelaksanaan APBD
Kab/Kota
Koordinasi,Sinkronisasi, dan Jumlah Laporan Hasl
Penyelesaen Turtnen poalss Perencanagn dan 2 Temuan 2 Temuan 2 Temuan 2 Temuan 100% 2 Temuan 6 300%
Perbendaharaan dan Tununan Pelaksanaan Penerimaan
Kerugian Daerah Pinjaman Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan j\unz:ilﬁpr;a;:;s: dan
Pertanggungjawaban Pemerintah 80 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang 100% 80 Orang 240 300%
Penyaluran Bantuan
Kabupaten/Kota
Keuangan
Penunjang Urusan Kewenangan Persentase Urusan
g 940\ ewenangan Pengelolaan | 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 3| 300%
Pengelolaan Keuangan Daerah
Keuangan
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan  {Jumiah Laporan Hasi
Pembayaran Ciclan Pokok dan Bunga ~ {Pengelolaan Dana bagi Hasi | 12! Laporan | 121 Laporan 121 Laporan 121 Laporan 100% 121 Laporan 363 300%
Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Analisis Perencanaan dan Penyaluran dumzh Laporen Hasi
y Analisis Perencanaan dan | 121 Laporan 121 Laporan 121 Laporan 121 Laporan 100% 121 Laporan 363 300%
Bantuan Keuangan
Penyaluran Bantuan
Pengelolaan Dana Darurat dan uumieh Lapran Hesl
y Pengelolaan Dana Darurat | 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 300%
Mendesak
dan Mendesak
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Jumiah Rencana Kebutuhan
167 Ly 167 Ly 167 Ly 167 Ly 100% 167 Ly 501 300%
[ Kota Barang Milk Daerah oot oot oot poen ’ oot ’
Program Pengelolaan Barang Milik ~ [Persentase Barang M|.I|k 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 300%
Daerah Daerah yang diselesaikan
. .. |Persentase Laporan
Kegatan Pengeolan Barang Mk \g. oo ik Deera Yang |~ 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 3| 300%
Daerah , ;
diselesaikan
Penyusun.a?n Perencanaan ebutuhan - e Laporaq Barang Mk 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 2 300%
Barang Milk Daerah Dagrah yang Disusun
Jumlah Dokurmen Hasil
Optmalisasi Penggunaan,
Optmalisasi Penggunaa, Pemanfaatan, - |Pemanfaatan,
11|Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan  |Pemindahtanganan, 30 Dokumen | 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 100% 30 Dokumen 60 200%
Penghapusan Barang Miik Daerah Pemusnahan dan
penghapusan Barang Miik
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan - {Rekonsiliasi Dalam Rangka
41y 4y 41y 41y 100% 41y 2 300%
Laporan Barang Milk Daerah Penyusunan Laporan poet Pt poet poet ’ poet ’
Barang Millk Daerah
Penyusunan Laporan Barang Mik Jumlah Laporan Barang Milk 1 Laponn 1 Laponn 1 Laponn 1 Laponn 100% 1 Laponn 3 200%
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[1.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran Kinerja  adalah proses  sistemastis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan
yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2022 dilakukan dengan
cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang
telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran
pembangunan periode 2016-2021. Pemilihan dan Penetapan Indikator
Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai,

relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat diukur.

Pengukuran Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi juga
digambarkan dalam dokumen ini. Berikut formulasi pengukuran dapat

dilihat pada tabel berikut :
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Formulasi Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

INDIKATOR TARGET FORMULASI SUMBER
S KINERJA UTAMA sallied. PENGUKURAN DATA
Meningkatnya Opini BPK terhadap Hasil Audit BPK terhadap BPK
Kualitas LKPD WTP Laporan Keuangan
Pengelolaan Opini Pemerintah Daerah
Keuangan
Daerah

Selanjutnya Rincian tingkat capaian sasaran yang telah

ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing

indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut:

Capaian Indikator Kin

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022

erja Utama (IKU)

Rata-rata Capaian

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

SASARAN UTAMA SATUAN REALISASI (%)
. o Hasil Audit

“Kﬂl?z;:?gskatnya Opini BPK terhadap LKPD WTP BoK terhadap 100

- Laporan
Daerah Pemerintah
Daerah
100 %

Capaian

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah semuanya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator

Kinerja Utama di atas sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu

tepat waktu dengan capaian (100 %).
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1.3

1.4

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa serta telaahan
visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ada
beberapa hal yang menjadi isu penting bagi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah kedepannya yakni:

1. Belum optimalnya pengintegrasian pengelolaan keuangan;

2. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis
Kinerja;

3. Belum optimalnya pemanfaatan asset derah untuk mendorong
peningkatan Asli Daerah.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan
langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Menerbitkan regulasi untuk kegiatan tertentu dalam rangka
kelancaran pengelolaan keuangan yang akan datang.

2. Melakukan koordinasi dengan SKPD serta melakukan
pengalokasian pembelanjaan dengan menggunakan skala
prioritas sesuai tingkat kebutuhan yang berbasis kinerja;

3. Melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM yang dapat
mengusai teknologi sistem informasi tentang pengelolaan

keuangan dan asset daerah.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, yang akan dilaksanakan melalui

berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran

yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya
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yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Di samping itu, dokumen rencana kerja
juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator
kinerja dan rencana capaiannya

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel

berikut:
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REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No 0 g
Program/Kegiatan/Sub . ¥ - Target Pagu Indikatif . " 0 - Target | Kebutuhan Dana (Rp. (Penting
Keglatan Lokasi Indikator Kinerja Capalan (Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capalan 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan
Program Urusan Program Urusan
T dokumen perencanzan, 100% 4375515043200 | 00 dokumen perencanaan, | - 4,0. 43,755,150432.00
Pemerintahan Daerah keuangan, administrasi Pemerintahan Daerah keuangan, administrasi
umum dan kepegawaian umum dan kepegawaian
Perencanaan, Penganggaran, Persentase ketersediaan erencanaan, Penganggaran, dan Persentase ketersediaan
1 |dan Evaluasi Kinerja BPKD |Dokumen Penganggaran 100% 66,830,000.00 naan, renganggaran, BPKD |Dokumen Penganggaran 100% 66,830,000.00
e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah e
Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencaan Jumlah Dokumen
1 | envusunan Dokume BPKD [Perencanaan Perangkat 4 dokuren 48,930,000,00 |- YuSUnan DOKUTEN PErencaan | poyry |perencanaan Perangkat | 4 dokumen 48,939,000.00
Perencaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah Daerah
Jumiah Caporan Capaian Jumiah Caporan Capaian
o Kinerja dan Ikhisar Realisasi o Kinerja dan Ikhisar Realisasi
Koordinasi daq Penyusynan Kineria SKPD dan Laporan Koord.maS{darj Penyusurwan Lap(?ran. Kineria SKPD dan Laporan
2 |Laporan Capa\a.n }.ﬂne.r]a dan | BPKD |\1aqi Koordinasi Penyusunan 3 dokumen 17,891,000.00 | Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi | BPKD |,1-ci k oordinasi Penyusunan 3 dokumen 17,891,000.00
Ikhtsar Reaiiasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhsar Realisasi Kinerja
Administrasi Keuangan Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Persentase ketersediaan
2 9 BPKD |layanan Administrasi 100% 42,502,772,961.00 g 9| 8PKD |layanan Administrasi 100% 42,502,772961.00
Perangkat Daerah Daerah
Keuangan Keuangan
Penvediaan Gaii dan Tuni Jumiah O Veneri 55 Jumlah Orang yang 5
1 Ag’;‘ye faan Gaj dan Tuniangan | oy G“’”g T’a"_g yang A;N”e”"" e 42,081,443.961.00| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | BPKD |Menerima Gaj o 42,081,443 961.00
aji danTunjangan rang/Bulan daniTunjangan ASN rang/Bulan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Peraiausahazn dan ;i:fzu[:z::z:n Pelaksanaan Penatausahaan dan Penatausahaan
2 |Penguji ifikasi K BPKD 156 Dokt 7,747, BPKD M I 156 Dokt 7,747,
S;r;%ujlanNen asifeuangan danPengujian/Verifkasi 56 Dokumen 387,747,000 Pengujian/Veriikasi Keuangan SKPD danPengujian/Verifkasi 5 Dofurmen 387,747,000
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
- uriah Laporan Keuangan ki Tahun SKPD dan
Koordinasidan Penyusunan Ak Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Hasil Koordinasi
3 |Laporan Keuangan Akhir Tahun | BPKD |Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 33,582,000.00 . y P BPKD P 1 Laporan 33,582,000.00
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan
SKPD Penyusunan Laporan .
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Adir Tahun
9 |SKPD
Administrasi Kepegawaian Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Persentase ketersediaan
3 Peg: BPKD |layanan Administrasi 100% 158,000,000.00 Peg BPKD (layanan Administrasi 100% 158,000,000.00
Perangkat Daerah 5 Perangkat Daerah )
Kepegawaian Kepegawaian
Pengadaan Pakaian Dinas Jumiah Paket Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumiah Paket Pakaian Dinas
! Beserta Atribut Kelengkapannya BPKD beserta Atribut Kelengkapan 3paket 138,000,000 Atribut Kelengkapannya BPKD beserta Aribut Kelengkapan 3 paket 138,000,000
Pendidian dan Peaihan #’;‘:: dpailgs:l:g‘;sBiey?:;a e Pendidikan dan Pelatihan Pegawai P Pega"ﬁgas dan
2 fl::g:;wa\ Berdasarkan tugas dan | BPKD Mengku Pendidkan dan 50rang 20,000,000 Bordasarkan bigas dan fungs BPKD Fungsiyang Mengiu 50rang 20,000,000
9 Pelathan Pendidikan dan Pelathan
Administrasi Umum Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Persentase ketersediaan
4 BPKD |layanan Administrasi 100% 736,146,683.00 9 BPKD |layanan Administrasi 100% 736,146,683.00
Perangkat Daerah Daerah
Umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah
. Jumiah Paket Komponen Jumlah Paket Komponen
Penyediaan komponen sl Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan
1 [ListikPenerangan Bangunan | BPKD o 10 Paket 0,345,683 || ) i BPKD 90 | 10 Paket 9,345,683
Bangunan Kantor yang Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Kantor o o
Disediakan Disediakan
Penyediaan Bahan Logistk Jumiah Paket Bahan Logistk , Jumiah Paket Bahan Logistk
2 Kantor BPKD Kanior yang Disediakan 2 Paket 220,000,000.00 |Penyediaan Bahan Logistk Kantor BPKD Kanior yang Disediakan 2 Paket 220,000,000.00
Jumlah Dokumen Bahan Jumlah Dokumen Bahan
Penyedaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Perafuran Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan
3 |Peraturan Perundang - BPKD 5 Dokumen 7,200,000.00 v BPKD 5 Dokumen 7,200,000.00
Perundang-Undangan yang Peraturan Perundang - Undangan Perundang-Undangan yang
Undangan . "
Disediakan Disediakan
Jumiah Paket Bahan/Material Jumiah Paket Bahan/Material
4 |Penyediaan Bahan /Makrial | BRKD [T or s A AL pyet 71,700,000 [Penyediaan Bahan / Makria BpKp [ e SanANEBIAL ) oyt 71,700,000
yang Disediakan yang Disediakan
lah Lz Fasiltasi lah Lz Fasiltasi
5 |Fasiitasi Kunjungan Tamu pkp | meh Laporan Fasiasi 12 Laporan 82,500,000.00 |Fasiiasi Kunjungan Tamu gpkp [[Lman Leporan Fesilesi | ) o 82,500,000.00
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat
6 Koordinasi dan Konsultasi SKPD BrKD Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 540100000 dan Konsultasi SKPD BPKD Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 34640100000
SKPD SKPD
Pengadaan Barang Milik Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase
5 |Daerah Penunjang Urusan BPKD (pengadaan/pemeliharaan 100% 45,592,095.00 |Penunjang Urusan F BPKD |p 100% 45,592,095.00
F intah Daerah barang milik daerah Daerah barang milik daerah
. Jumlah Unit Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan
1 [Pengadaan Peralan danMesi | poyy |16y ainnya yang 2unit 45,592,005.00 | enecaan Peralan danMesin | oy |y1ociy | snnya yang 2unit 45,592095.00
Lainnya . Lainnya "
Disediakan Disediakan
Ponyediaan Jasa Penunjang Persentase ketersediaan Ponyediaan Jasa Penunjang Persentase ketersediaan
6 ) BPKD |Jasa Penunjang Urusan 100% 86,620,000.00 . BPKD |Jasa Penunjang Urusan 100% 86,620,000.00
Urusan Pemerintah Daerah ) Urusan Pemerintah Daerah )
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunika Jumiah Laporan Penyediaan Penvediazn Jasa K s, Sumb Jumiah Laporan Penyediaan
1 Se"ybe ‘%"” a:.a d"mtf“fks“ BPKD |Jasa Komunicasi, Sumber | 12 Laporan 19.980,000.00 De”VeA_‘aj” "Esaw_k"m“”‘ @, SUMDET | poyry |asa Komunikasi, Surber | 12 Laporan 19,980,000.00
umoer Daya Alr dan LS Daya Air dan Listrik yang aya Airdan LTl Daya Air dan Listrik yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan
2 Peringiepan Kartr BPKD |berengiapan Kanoryang | 2L2POran 66,640,000.00 Petngiapen Kaor BPKD | peringhapan Kanior yang | 12L2Poran 66,640,000.00
Disediakan Disediakan
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Pemeliharaan Barang Milik

Persentase pemeliharaan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase pemeliharaan

7 |Daerah Penunjang Urusan BPKD e 100% 159,188,693.00 |Penunjang Urusan Pemerintahan | BPKD p 100% 159,188,693.00
" D barang milik daerah barang milik daerah
aerah Daerah
yediaan Jasa Jumiah Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya P dan Pajak atau Lapangan Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Operasional atau Lapangan
1 |Kendaraan Perorangan Dinas BPKD |yang Dipelihara dan 30 unit 118,325,500.00 (Kendaraan Perorangan Dinas BPKD |yang Dipelihara dan 30 unit 118,325,500.00
Operasional atau Kendaraan dibayarkan Pajak dan Operasional atau Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Dinas Jabatan Perizinannya Jabatan Perizinannya
Jumiah Unit Sarana dan i
Pemeliharaan / rehabiliasi sarana Pemeliharaan / rehabiliasi sarana dan Jumiah Uni Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor ; Prasarana Gedung Kantor .
2 |dan Prasarana Gedung Kantor | BPKD 13 unit 40,863,193.00 |Prasarana Gedung Kantor atau BPKD 13 unit 40,863,193.00
tau B L atau Bangunan Lainnya yang B Lai atau Bangunan Lainnya
atau Bangunan Lainnya Disediakan angunan Lainnya yang Disediakan
Tingkat Kepatuhan P P ol Tingkat Kepatuhan
Program Pengelolaan rogram Pengelolaan
[T 9 terhadap standar 100% | 244,781,169,041.00 | 09 9 terhadap standar 100% | 244,781,169,041.00
Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan
Daerah Daerah
Persentase dokumen Persentase dokumen
i dan d i dan i
1 BPKD % 543,955,669.00 BPKD % 543,955,669.00
Rencana Anggaran Daerah daerah yang diselesaikan 100% e Rencana Anggaran Daerah daerah yang diselesaikan 100% i
Tepat Waktu Tepat Waktu
Koordinasi Penyusunan dan Jumiah RKA- SKPD yang Koordinasi Penyusunan dan Verifkasi Jumiah RKA- SKPD yang
1 Verifikasi RKA -SKPD BPKD Diverifiasi 54 Dokumen 17,453,320.00 RKA -SKPD BPKD Diverifkasi 54 Dokumen 17,453,320.00
Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Jumlah Perubahan RKA-
2 |Verifkasi Perubahan RKA-SKPD | B™<® |SKPD yang Diverifkasi 54 Dokumen 17,453.320.00 | o - ibahan RKA-SKPD BPKD | 5kPD yang Diverifkasi 54 Dokumen 17.453,:320.00
Koordinasi Penyusunan dan Jumlah DPA-SKPD yang Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Jumlah DPA-SKPD yang
3 Verifikasi DPA-SKPD BPKD Diverifiasi 54 Dokumen 48,734,680.00 DPA-SKPD BPKD Diverifkasi 54 Dokumen 48,734,680.00
Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Perubahan DPA- Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Jumlah Perubahan DPA-
4 X 4 X
4 |Verifkasi Perubahan DPA-SKPD | B™<C |SKPD yang Diverifkasi 54 Dokumen 9:223.209.00 | 5. bahan DPA-SKPD BPKD | 5kPD yang Diverifkasi 54 Dokumen 9.223,209.00
ﬁzz"d::::‘;:g:: rfrysfé::" Jumlah Peraturan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah
5 |APBD dan Peveturan Kepal fentang APBD dan Peraran |, oo 226,510,570,00 | Pereran Daerag Tenang APBD dan fentang APBD dan Peraturan |, o 22651057000
Daerah Tentang Penjabaran Kepala Daerah tentang Peraturan Kepala Daerah Tentang Kepala Daerah tentang
e g Peny Penjabaran APBD Penjabaran APBD Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Tentang fentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerag Teniang fentang Perubahan APBD
6 |Perubahan APBD dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah 4 Dokumen 184,580,570.00 Perubahan APBD dan Peraturan dan Peraturan Kepala 4 Dokumen 184,580,570.00
Kepala Daerah Tentang tentang Penjabaran Kepala Daerah Tentang Penjabaran Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran Perubahan APBD Perubahan APBD Perubahan APBD Perubahan APBD
Persentase Ketepatan Persentase Ketepatan
i dan . i dan .
2 Perbendaharaan Daerah BPKD Penatausahaan Keuangan 100% 304,920,500.00 Perbendaharaan Daerah BPKD Penatausahaan 100% 304,920,500.00
Daerah Keuangan Daerah
d K Jumiah Dokumen Hasil 7500 Koordinasi dan P Jolaan K: Jumiah Dokumen Hasil 7500
1 an S | BPKD inasi dan 41,242,000,00 | 00r@Inasi dan Fengeloiaan Kas BPKD |Koordinasi dan Pengelolaan 41,242,000.00
Daerah Dokumen Daerah Dokumen
Kas Daerah Kas Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Jumiah Dokumen Hasil 210 Penyiapan, Pelaksanaan Pengadilan ;:ma:nz):g:\::nHasll 810
2 |Pengadilan dan Penertiban BPKD |Pengendalian dan Penerbitan 95,260,000.00 |dan Penertiban Anggaran Kas dan BPKD |29 : 95,260,000.00
Dokumen Penerbitan Anggaran Kas Dokumen
Anggaran Kas dan SPD | Anggaran Kas dan SPD SPD
dan SPD
Jumiah Dokumen Hasil Jumiah Dokumen Hasil
3 BPKD 2400 60,030,000.00 Daerah | BPKD i 2400 60,030,000.00
Daerah Dokumen Dokumen
Daerah Daerah
Jumiah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi Data Penerimaan Jumiah Dok‘umen Hasil . i Rekonsiliasi Data
Rekonsiliasi Data Penerimaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan .
dan Pengeluaran Kas serta dan Pengeluaran K & 5100 K & Penerimaan dan 5100
4 dan pKp |dan Pengeluaran Kas sei 84,601,000.00 as sef BPKD |Pengeluaran Kas seria 84,601,000.00
- dan Dokumen dan Pemotongan atas SP2D dengan Dokumen
atas SP2D dengan Instansi B N " Pemungutan dan
; atas SP2D denganlnstansi Instansi Terkait
Terkait Terkait Pemotongan atas SP2D
erkal denganlnstansi Terkait
Jumlah Orang yang Mengikufi Jumlah Orang yang
i Pembinaan Penatausahaan Keuangan Mengikuti Pembinaan
5 o BPKD |\ cuangan Pemeringh 80 Orang 23,787,500.00 | o e intah Kabupaten / Kota BPKD | penatausahaan Kevangan | 20 O"2"€ 23,787,500.00
© Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
i dan Laporan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan f:rs:rr;t:se Dokumen
3 |Akuntansi dan Pelaporan BPKD P . 100% 332,292,872.00 |Akuntansi dan Pelaporan BPKD P . 100% 332,292,872.00
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Keuangan Keuangan
Koordinasi Pelaksanaan i“"‘z:‘"““’;'a‘"k:a:" ., Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi JK”""rZ'I'nLa“’gT"k:a:" .,
1 |Akuniansi Penerimaan dan BPKp | 00rdinast Pelaksanaa 649 Dokumen 103,378,000 Penerimaan dan Pengeluaran Kas | BPKD | 00rdnasi Pelaksanaa 649 Dokumen 103,378,000
Akuntansi Penerimaan dan Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah Daerah
Pengeluaran Kas Daerah Pengeluaran Kas Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Rancangan Peraturan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Rancangan
Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang y Peraturan Daerah tentang
. Rancangan Peraturan Daerah .
Tentang Per Tentang Peranggungiawaban Pertanggungjawaban
o |Pelaksanaan APBD Provinsidan | oo, o |Pelaksanaan APBD KablKoa | 4 151765000 Pelaksanaan APBD Provingi dan gpKp |Pelaksanaan APBD Kab/Kota| o0 151,765,000
Rancangan Kepala Daerah dan Rancangan PERDA dan Rancangan PERDA
N " Rancangan Kepala Daerah Tentang "
Tentang Penjabaran Tentang Penjabaran . y Tentang Penjabaran
Penjabaran Pertanggungjawaban .
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban PelaksanaAPBD Kabupaten /Kot Pertanggungjawaban
PelaksanaAPBD Kabupaten /Kota Pelaksanaan APBD Kab/Kota P Pelaksanaan APBD Kab/Kota
Koordinasi Sinkronisasi, dan Jumiah Dokmen Hasi Koordinasi Sinkronisasi, dan Jumiah Dokumen Hasi
Penyelesaian Tuntunan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntunan Koordinasi, Sinkronisasi, dan
3 y BPKD |Penyelesaian Tuntutan 2 Temuan 14,150,000 v BPKD [Penyelesaian Tuntutan 2 Temuan 14,150,000
Perbendaharaan dan Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan
Kerugian Daerah Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Perbendaharaan dan
9 Kerugian Daerah g Tuntutan Kerugian Daerah
Jumiah Orang yang Mengikut Jumiah Orang yang
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Pembinaan Akuntansi, Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Mengikut Pembinaan
4 |dan Per I BPKD P dan 80 Orang 62,999,872 Pertanggungjawaban Pemerintah BPKD [Akuntansi, Pelaporan dan 80 Orang 62,999,872
i i Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
Penunjang Urusan Persentase Urusan P ) u K Persentase Urusan
4 BPKD 100% 243,600,000,000 enunjang Urusan Hewenangan | gpy, | kewenangan Pengelolaan | 100% 243,600,000,000
Pengelolaan Keuangan Daerah
Keuangan Daerah Keuangan Keuangan
| Analisis Perencanaan dan Jumlah Laporan Hasil Analisis i Jumlah Laporan Hasil
Cicilan dan Analsis Perencanaan dan Analisis Perencanaan dan
1| ) i BPKD |, 12 Laporan 16,000,000,000 Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman BPKD 12 Laporan 16,000,000,000
Pokok dan Bunga Pinjaman Pelaksanaan Penerimaan P intah D. h Pelaksanaan Penerimaan
Pemerintah Daerah Pinjaman Pemerintah Daerah emeriniah Daeral Pinjaman Pemerintah Daerah
| Analisis Perencanaan dan Jumiah Laporan Hasil analisis Analisis Perencanaan dan Penyaluran Jumiah Laporan Hasil analisis
2 BPKD |Perencanaan dan Penyaluran | 121 Laporan 221,000,000,000 v BPKD |Perencanaan dan 121 Laporan 221,000,000,000
Penyaluran Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan Penyaluran Bantuan
Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Pe [ D: D: it Pe lol D: D: it
3 |Pengelolaan Dana Daruratdan | oy oo cioiaan Dana Darurat | 12 Laporan 5,000,000,000 engelolaan Dana Daruratdan BPKD |Pengelolaan Dana Darurat | 12 Laporan 5,000,000,000
Mendesak Mendesak
dan Mendesak dan Mendesak
N Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
4 |Pengelolaan Dana Bagikasl | poy | geioiaan Dana Bagi Hasi | 167 Laporan 1600,000,000 |- engelolaan Dana BagiHasi BPKD |Pengelolaan Dana Bagi Hasi | 167 Laporan 1,600,000,000

Kabupaten / Kota

Kabupaten/Kota

Kabupaten / Koa

Kabupaten/Kota
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Program P F Barang Milik |Program Pengelolaan Persentase Barang Milik
e o/ 0/
n Barang Milik Daerah Daerah yang diselesaikan foo 450,923,250 Barang Milik Daerah BPKD Daerah yang diselesaikan foo% 450,923,250
Pengelolaan B Milik Persentase Laporan Persentase Laporan
I D:Zf:h" aan Barang Ml BPKD |Barang Milik Daerah Yang |  100% 450,923,250.00 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | BPKD |Barang Milik Daerah Yang | 100% 450,923,250.00
diselesaikan diselesaikan
Jumlah Dokumen
1 [Penvusunan Perencanazn gpKp |umen Kebiakan Pengelolaan |, o\ o 113,878,000,0 |envsunan Perencanaan KEOULhaN | goy i 1) 2ooran Barang Wil | 4 Dokumen 113878,000.00
Kebutuhan Barang Milik Daerah Barang Milk Daerah Barang Milk Daerah h .
Daerah yang diselesaikan
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Opfimalisasi Penggunaa, Opfmalisasi Penggunaan, Opimaiisasi Penggunas, Pemanaatan, Opfimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemanfaatan, Perindahiznganan, Pemusnahan Pemanfaatan,
2 |Pemindahtanganan, BPKD |Pemindahtanganan, 30 Dokumen 96,120,750.00 ganan, ! BPKD |Pemindahtanganan, 30 Dokumen 96,120,750.00
dan Penghapusan Barang Milik
F danf f dan Daerah Pemusnahan dan
Barang Milk Daerah Penghapusan Barang Milk Penghapusan Barang Milk
Daerah Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka #{uenlzf:s:ﬂ:m:g:ar:‘r‘v ‘@ Rekonsiliasi dalam rangka :Jergf:s:ﬁ:;i;:;:ar:; ‘@
3 [Penyusunan Laporan Barang BPKD 9 4 Laporan 34,769,000.00 |Penyusunan Laporan Barang Milk | BPKD 9 4 Laporan 34,769,000.00
Vilk Daerah Penyusunan Laporan Barang Daerah Penyusunan Laporan
ik Dagral ik Daerah aera Barang Milk Daerah
4 Pg.nyusunan Laporan Barang BPKD Jumlah Laporan Barang Milk 1Laporan 206,155 500,00 Penyusunan Laporan Barang Milik BPKD Jumlah Laporal? Barang Milk 1 Laporan 206,155 500,00
Miik Dagrah Daerah yang disusun Daerah Daerah yang disusun

.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merupakan
SKPD penunjang urusan dibidang keuangan sehingga menyusun program
dan kegiatan sifatnya hanyalah rutin karena tidak bersentuhan langsung ke
Masyarakat sehingga tidak ada  usulan program dan kegiatan dari

masyarakat maupun stakeholder. Adapun tabel usulan program dan kegiatan

dari para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut :

Tabel.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gowa

No Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/
Volume

Catatan

1 2 3

4

5

Tidak Ada -
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BAB Il

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

seperti terlihat pada bagan di bawah ini :

Bagan IIl.1
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN

Kebijakan
Nasional dan
Propinsi

A 4

Rumusan Tujuan Rumusan Rumusan
dalam Renstra P Tujuan Renja P Sasaran Renja
SKPD SKPD SKPD
A
Hasil Evaluasi
> Kinerja Renja

SKPD

Rumusan
Sasaran
Renstra SKPD
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ll.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM)
dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah
dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 adalah dokumen
perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah
pembangunan daerah Kabupaten Gowa yang merupakan satu kesatuan
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya
dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi,

potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Sejalan dengan visi dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai tugas pokok
merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
membina, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang
berlaku dan harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai
perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Gowa.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada
periode 2016-2021, memperhatikan hasil analisis isu strategis, prioritas
pembangunan nasional, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa
periode 2021-2026 maka Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan visi,
misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih priode
2021-2026.
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Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Gowa adalah “Terwujudnya

Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola

Pemerintahan Terbaik”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan

Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2021 — 2026 yaitu :

1.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan
inklusif.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan
inklusif merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa
dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan
hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan
berbudaya.

Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah Dberbasis
sumber daya lokal dan teknologi.

Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis
sumber daya lokal dan teknologi merupakan upaya umum
Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi
unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi
kerakyatan.

Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi
dan berwawasan lingkungan.

Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi
dan berwawasan lingkungan merupakan upaya umum Pemerintah
Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas
infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan
ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.
Mengembangkan tata kelola pemerintahanan inovatif melalui
reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui

reformasi birokrasi dan pelayanan public berkualitas yang diwujudkan

melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan

terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.
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Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
tersebut diatas maka peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa sangat penting artinya khususnya dalam penyiapan
dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan acuan
dalam penyusunan dan kebijakan daerah dibidang pengelolaan
keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dengan demikian guna mendukung pencapaian visi dan misi
tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai tugasnya
yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam melaksanakan tugas
pokok pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Gowa bertugas membantu Pemerintah Kabupaten Gowa untuk
meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam
kerangka tatakelola pemerintahan yang terbaik dan berkontribusi
langsung dalam mendukung pencapaian Misi IV vyaitu,
Mengembangkan Tata kelola Pemerintahan Inovatif melalui
Informasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas.

Dari Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten

Gowa di periode tahun 2021-2026, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Gowa dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai

pengelola keuangan dan aset daerah akan berupaya dengan sumber daya

yang dimiliki untuk mendukung Program Prioritas dari Pemerintah Kabupaten
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[ll.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

[11.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor
kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan
tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat
menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan
yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mendukung

pencapaian misi kepala Daerah adalah sebagai berikut :

‘Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan

Keuangan Pemerintah Daerah” .

[11.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran
organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi
organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai
organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”
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11.3. Program dan Kegiatan

e Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan
Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam hal
ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD dan SKPKD
mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Rancangan
Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Mendasari ketentuan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi
dan mendukung SKPD di lingkup Kabupaten Gowa dalam hal pengelolaan
keuangan daerah.

Program kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Periode
2021-2026 sebagaimana diuraikan pada dokumen Renstra, program dan
kegiatan yang dirancang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Gowa tahun 2022 berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019 yaitu sebagai
berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota,

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

c. Pengelolaan Barang Milik Daerah

e Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi
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anggaran untuk program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 3 program, 12 kegiatan

dan 41 Sub Kegiatan . Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang dimaksud

antara lain:

a. program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggarn, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah;

e Sub Kegiatan :

¢

¢

2).

¢

¢

3).

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

e Sub Kegiatan :

L

¢

4),

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan

fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

e Sub Kegiatan :

*

Penyediaan = Komponen instalasi  Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

Penyediaan Bahan/Material

Fasilitas Kunjungan Tamu
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¢ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
e Sub Kegiatan :
¢ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
e Sub Kegiatan :
¢ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
¢ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
e Sub Kegiatan :
¢ Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
¢ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya.
b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian Kegiatan
sebagai berikut :
1). Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah
e Sub Kegiatan :
¢ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
¢ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-
SKPD
¢ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
¢ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-
SKPD
¢ Koordinasi, dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
APBD
¢ Koordinasi, dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang

Penjabaran Perubahan APBD
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2).

¢

¢

3).

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta
Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi
Terkait

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Koordinasi,Sinkronisasi, dan  Penyelesaian  Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Kabupaten/Kota

4). Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

e Sub Kegiatan :

*

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan
Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota
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c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian Kegiatan

sebagai berikut :

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

¢

*

*

Sub Kegiatan :
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Darah
Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Berikut Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan

Perkiraan Maju tahun 2025 sesuai dengan Rancangan awal RKPD , dapat
dilihat pada table berikut :
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Prakiraan Maju Rencana
Rancangan Awal RKPD Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)
Tahun 2025
Catatan
No Target Target | Kebutuhan
) ) ) o . .| Kebutuhan Danal |Sumber| Penting )
ProgramlKegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Lokasi | Capaian o Capaian |  DanalPagu
.| Pagulindikatif | Dana o o
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 I 8 9 10 11
Persentase ketersediaan dokumen Rancancan
| |Program Urusan Pemerintahan Daerah | BPKD (perencanaan, keuangan, administrasi| BPKD | 100% | 43,755,150432.00  PAD awaIRKgPD 100% | 43,755,150,432.00
umum dan kepegawaian
{ Pgren‘canaan,Penganggaran, dan Evaluasi BPKD PersentaseketersedlaanDo'ku‘men. 80 | 100 583000000 | PAD Rancangan 0% 86,830,000
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja awal RKPD
|Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat BPID Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat 890 | 4 douren s59000 | P Rancangan 4 dofumen 893900000
Dagrah Dagrah awal RKPD
Jumiah Laporan C apaian Kinerja dan Ikhsar
. [{aordinsidan Penyusurann Laporen Capain | gy ek i SPD agunasd | gy 13 e b prgoroongo | a0 | P9 | 3men | 1789100000
Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan C apaian awal RKPD
Kineria dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD
2 |AdminitrasiKeuangan Peranghat Dagrah | Bpip | e tase Ketersedaanfayanan | goyr | gy |49 g1 11206100 RAIGanGen | yop0s | 4950317296100
Administrasi Kevangan awal RKPD
) o ! Jumiah Orang yang Menerima Gaj 5 Rancangan | 55
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN BPKD danTuriangan ASN BPKD OrngBen 42,081,443,961.00] PAD 2wl RKPD | OrangBuen 42,081,443,961.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumiah Dokumen Penaausahaan Rancangan | 156
" |PengujaniVerifkasi Keuangan SKPD KO danPengujian/Verikasi Keuangan SKPD BPKD. 15 Dolumen 381.747.000) - PAD awal RKPD | Dokumen 381,147,000
Jumiah Laporan Keuangan Akhir Tahun
_|Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Rancangan
Adi Tahun SKPD 0 ey usunan Laporn Keangan i | B0 | 10N | SHSER00000 1 PAD L pyop | TLaboan | 3358200000
Tahun SKPD
P k jaan | R
3 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | BPKD ersgn.tase .etersedlaar‘x eyanan BPKD | 100% 158,000,000.00 Ancngan 100% 158,000,000.00
Administrasi Kepegawaian awal RKPD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Afrbut Jumiah Paket Pakaian Dinas beserta Rancangan
- BPKD BPKD ket 1 PAD ket 1
Kelengkapannya Atibut Kelengkapan dpate 0000 awal RKPD Ipaee S8 000000
. ! ' Jumiah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelathan Pegawai Berdasark R
. [Pencthan dan Plthn Pegaal Becesatan | oo I niyang Menghod Pendiandan | BPKD | 5 0rang 20000000 PAD | g 2000000
Tugas dan Fungsi i awal RKPD
Pelathan
Persentase ketersediaan layanan Rancancan
4 |Administrasi Umum Perangkat Daerah BPKD |Administrasi Umum Perangkat BPKD | 100% 736,146,683.00 awaIRKgPD 100% 736,146,683.00
Daerah
) . Jumiah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen dan Instalasi i Rancangan
" |LisriPenerangan Banguran Kanor BPKD L\.sklk{PenemnganBangunanKantoryang BPKD | 10 Paket 9,345,683 | PAD vl RKED 10 Paket 9,345,683
Disediakan
Jumiah Paket Bahan Logistk Kanto R
- (Penyediaan Bahan Logisk Kanior Bk [ e RIS ey | apaket | 2000000000 PAD | MO opget | 22000000000
Disediakan awal RKPD
Penyediaan bahan bacaan dan peraan Jumiah Dokumen Bahan Bacaan dan Rencancan
| FEvetaan baen Bacsen can pretya BPKD [Pectrn PenntmgUniangnyang | BPKD |5Doumen| 720000000 | PAD | o | pgjumen | 720000000
perundang-undangan - awal RKPD
Disediakan
' . . o Rancangan
- |Penyediaan Bahan/Material BPKD  [Jumiah Paket Bahan/Material yang Disediakan| BPKD | 2 Paket 71,700,000 |  PAD awal RKPD 2 Paket 71,700,000
L L Rancangan
- [Fasiltasi Kunjungan Tamu BPKD  {Jumlah Laporan Fasiltasi Kunjungan Tamu | BPKD [ 12 Laporan 82,500,000.00 | PAD aval RKED 12 Laporan 82,500,000.00
Penyelenggaraan rapatkoordinasi dan Konsufasi Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Rancangan
* |sken BPKD Koordis dan onsisi SKPD BPKD |12 Laporan 34540100000 | PAD awl RKPD 12 Laporan 345,401,000.00
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5 Pengadaan Ba.rang Milik Daerah Penunjang BPKD Persentas'e'pengadaan/pemellharaan BeKD | 100% 45,592,095.00 Rancangan 100% 45,592,005.00
Urusan Pemerintah Daerah barang milik daerah awal RKPD
miah Unit Peral Mesin Lai R
Pengadaan Peralan dan Mesin Lainnya BPKD jingamg:giagsmda” SSILAM mokp | ounit 455920500 | PAD a;;fg:f:g 2uit 45,592,095.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase ketersediaan Jasa Rancangan
e Jang BPKD |Penunjang Urusan Pemerintahan | BPKD | 100% 86,620,000.00 B o0 8,620,000.00
Pemerintah Daerah Daerah awal RKPD
. - . Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Penyecaan asa Komurikas, Surber Daya AT | g ks, Sunber Daya Alrcan L | BPKD | f20poran| 1996000000 | PAD | | aLaporn| 1998000000
dan Listrik yang Disedkan awal RKPD
' Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyedaan Jasa Perelatn dan PerNGIeRan | ooy, |oeraa dan Perengiapen Kantr yang| BPKD | 12Laporan| 6664000000 | PAD | R 1o Lapoan| 6,640,000
Kantor Disdiakan awal RKPD
7 Pemeliharaan .BarangMmkDaerahPenun/ang BPKD Pe.r.senrase pemeliharaan barang BPKD | 100% 150,188 693.00 Rancangan 100% 150.188,693.00
Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah awal RKPD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Rancanaan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | BPKD |atau Lapangan yang Dipelhara dan BPKD | 30 unit 118,325,500.00 | PAD awa\RKgPD 30 unit 118,325,500.00
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
' o Jumlah UnitSarana dan Prasarana
PemelnaraRehabifeSaana Gan Prasaana | poyr, | anty o Bangunen Lamya | BPKD | 13 un 086319300 | paD | TGN g 40863,19300
Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya \an Disedkon awal RKPD
Tingkat Kepatuhan terh R
Il [Program Pengelolaan Keuangan Daerah inghat Kepatuhan tethadap standar BPKD | 100% | 1,258,919,041.00 AMCANGAT 4000 1,258,919,041.00
Pengelolaan Keuangan Daerah awal RKPD
- Persentase dokumen penganggaran
g |Koordinasi dan Penyusunan Rencana BPKD |Peemintah daerah yang diselesaikan | BPKD | 100% 621,705,660.00 RAICETGEN | e 621,705,669.0
Anggaran Daerah Tepat Waktu awal RKPD
1 |Koordns Penyusunan dan VerifksiRKA-SKPD. | BPKD |Jumiah RKA- SKPD yang Diverkasi | BPKD |54 Dolumen| 1745332000 | PAD S;gf;f;; 5Dokumen| 174533200
2 Em”}fsgpe”y”w"a” dan VerasiPerubahan | goyy JD‘:V”:::k:ir”baha” REASPDYE | oo lsapoumen| 1745332000 | D :;’a‘f;rfpag SDokumen| 1745332000
3 |KoordinasiPenyusunan dan Verias DPA-SKPD | BPKD. |t DPA-SKPD yang Diverflasi | BPKD |54 Dokumen| 4873468000 PAD 5;:?;?3;; SDoumen| 4873458000
4 g‘;"gds'fsgpe”y““”a” dan VerasiPerubahian | poy, [ji”vT:ﬁhk::ir“baha“DPA'SKpD Y19 gk [sepomen|  4922320000| PAD E;gf;f;; BDoumen| 4922320900
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerag Jumiah Peraturan Daerah tentang APBD R
5 |Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah BPKD |dan Peraturan Kepala Daerah tentang | BPKD | 4 Dokumen 22651057000 | PAD anmg:; 4 Dokumen 226,510,570.00
Tentang Penjabaran APBD Penjabaran APBD awe
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerag ;unie:)h E era/:upr;r[]) Ddaer;h h:ltangK ‘ R
6 [Teniang Perubahan APBD den Peraturan Kepala crubahan Arcly Gan réralran fepaa 4Dokumen| 18458057000 PAD | OO 4 pokumen|  184,580,570.00
' Daerah tenfang Penjabaran Perubahan awal RKPD
Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD APBD
7 Koo[dlnas@anPenyusunan Regulasi Serta BPKD Persentase Ketepatan pengelolaan &oKk0 | 1004 7775000000 | PAD Rancangan 10% 7775000000
Kebijakan Bidang Anggaran Penatausahaan Keuangan Daerah awal RKPD
2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan BPKD Persentase Ketepatan pengelolaan BPKD 7500 304920500.00 Rancangan | 7500 204920500.00
Daerah Penatausahaan Keuangan Daerah Dokumen e awal RKPD | Dokumen e
Koordns dan Pengelolaan Kas Dagrah gk | Ui Dokuren Hasl Koordnasicen | o) | 810 Mo | pap |Rencneen) 810 4124200000
Pengelolaan Kas Daerah Dokumen awal RKPD | Dokumen
Penyiapan, Pelaksanaan Pengadiian dan Jumiah Dokumen Hasi Pengendalian dan 2400 Rancangan | 2400
Penertiban Anggaran Kas dan SPD BP0 Penerbitan Anggaran Kas dan SPD BP0 Dokumen HL0N0N | PAD awal RKPD | Dokumen 52000000
Penatausahaan Pentiayaan Daerah pyp [/ Dokumen Hasi Penatusataan | gy | 5100 600000000 | pap |Rémcangan| 5100 60,030,000.00
Pembiayaan Daerah Dokumen awal RKPD | Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiiasi Data
. Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Rancangan
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah BPKD Pemungutn dan Pemolongan aas SP2D BPKD | 80 Orang 84,601,000.00 | PAD awal RKPD 80 Orang 84,601,000.00
denganinstansi Terkait
. . Jumlah Orang yang Mengikut Pembinaan
Penyiapan,Peatsanean Pengaden cen BPKD [Penatausahan Keuangan Pemerineh | BPKD |  100% 278750000 | PAD | FEEE | o, 23,787 500.00
Penertiban Anggaran Kas dan SPD awal RKPD

Kabupaten/Kota
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Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Persentase Dokumen Laporan 649 Rancangan | 649
BPKD BPKD 332,292,872.00 332,292872.00
Pelaporan Keuangan Dagrah Pertanggungjawaban Keuangan Dokumen awal RKPD | Dokumen
- N Jumizh Laporan Hasl Koordinas
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi P g R
i BPKD [Pelaksanaan Akuntansi Pengrimaan dan | BPKD | 1Dokumen| 103,378,000 PAD arngan 1 Dokumen | 103,378,000
Pengeluaran Kas Daerah awal RKPD
Pengeluaran Kas Dagrah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Jumiah Rancangan Peraturan Dagrah
Dagrah Tentang Pertanggungjawaban (enfang Perbnggungiawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Pelaksanaan APBD KabiKofa dan Rancangan
- BPKD BPKD | 2T 151,71 PAD Al 191,71
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Rancangan PERDA Teniang Penjabaran e awal RKPD fman | BT
Pertanggungjawaban PelaksanaAPBD Kabupaten Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Ko APBD KablKota
e . Jumiah Dokumen Hasi Koordinasi,
Koordinasi,Sinkranisasi, dan Penyelesaian S, i Pevelesian T 2
- |Tunfunen Perbendaharaan dan Tununan Kerugian | BPKD IONSE, anFenyGesaan ' ,n BPKD | 80 Orang 14.150,000 pap | 80 Orang 14.150,000
Perbendaharaan dan Tuntvtan Kerugian awal RKPD
Daerah
Dagrah
Jumlah Orang yang Menglut Pembinaan
Penbinaan Akuniansi, Pelaporan dan Akuniansi, Pelaporan dan Rancangan
- , , BPKD , , BPKD | 100% 62999672 PAD 100% 62999672
Pertanggungjawaban Pemeriniah Kabupaien/Kola Pertanggungjawaban Pemeriniah ° awal RKPD '
KabupaenlKota
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan BPKD Persentase Urusan kewenangan 0| fm | 2ss0m0m Rancangan e | s
Keuangan Dagrah Pengelolaan Keuangan awal RKPD
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan ;u” Pl o 2
Penbayaren Ciln Plokden Bung Pman | BPKD [ e canreRisnedl 1 gy 6000000000 | DAY | "M% ot Lonran| 1600000000
Oemenh D Penerimaan Pinjamen Pemeriniah Laporan awal RKPD
Al P PenyaluranB At R
ralsFertcaten nPEIEn SN | e oo o ey Brtan | BP0 [ 20| 20000000000 | 04 | | 2100000000
Keuangen o anal RKPD
penotn Dna Dt ek~ | gD | 0 e PrgeanDara | gy somomony | A0 | g g | 500000000
Daruratdan Mendesak ana RKPD
Pl D g s e g | g [V Pergoening | g | 6Ty | a0 e | g0
4 ! 4 BagiHasf Kabupaten/Kol Lporan | " awal RKPD P S
| | rogram Pengeloean Barang Wik Daetah Prsentase Betang Wil D 210 oy |y, | asgansasonn| P |y | asoamsonon
diselesaikan awal RKPD
Kegiatan engelosan Barang Miik Dagrah PasntaseLaporen Beang Wik | goy | o | sgmamn| p0 [P | asoamsono
Daerah Yang diselesaikan awal RKPD
_|Penyusunan Perencanaan Kebuuhan Barang Mik 30 qulahKebuakan Pengelolaan Barang 0 |4 Doamen o | P Rancangan Domen 5800
Dagrah Milk Daerah awalRKPD
Optmalisasi Penggunaa, Pementaatan, ;umlah DOkWEn Ha?al (;pnmahsaa 2
- (penindahengann,Pemusren, BPY [ Cunean FETEeaet 0 [W0omen] 96075000 | PO [ oy pmen| 612075000
OenghanusanBaran Wik Dl Pemindahtanganan, Pemusnahan dan awalRKPD
ey : Penghapusan Barang Mik Daerah
Rekonsilgsi dalam rangka Penyusunan Laporan A aporn e Reloris Rancangan
- » arey 4 BPKD [rangka Penyusunan Laporan Barang | BPKD | 4 Laporan 3476900000 | PAD b 4 Laporan 34,769,000.00
Barang Milk Dagrah ) awal RKPD
Milk Daerah
- |Penyusunan Laporan Barang Miik Daerah BPKD JumlahILaporan Bt ik Do BPKD | 1 Laporan 206,155,50000 | PAD Rarcargn 1 Laporan 206,155,500.00
yang disusun awal RKPD

42




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT KERJA

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut
kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana
program dan kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk
mencapai secara langsung sasaran pembangunan maupun untuk
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa. Pagu indikatif sebagai wujud
kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk
penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan
rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 yang yang mengarah
pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Yyang dalam
penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari
Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Adapun rencana kerja
berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, serta
sumber pendanaan sebagaimana. Berikut Rumusan Rencana Program
dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2024 :
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Rancangan Awal RKPD

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Catatan
No Target
_ , , , o _ . | Kebutuhan Dana/ |Sumber| Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Lokasi | Capaian oo
N Pagu Indikatif Dana
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase ketersediaan dokumen Rancangan
| |Program Urusan Pemerintahan Daerah | BPKD |perencanaan, keuangan, administrasi| BPKD | 100% | 43,755,150,432.00 | PAD awal RKgPD
umum dan kepegawaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase ketersediaan Dokumen Rancangan
1 BPKD BPKD 1007 66,830,000.00 [ PAD
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja t awal RKPD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat BPKD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat BPKD | 4 dokumen 4893900000 | PAD Rancangan
Daerah Dagrah awal RKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Rancangan
BPKD BPKD | 3 dok 17,891,000.00 | PAD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Peny usunan Laporan Capaian oKumen awal RKPD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | BPKD |Persentase ketersediaan layanan | oy | 199y, 42,502,772,961.00 Rancangan
Administrasi Keuangan awal RKPD
. ; . Jumlah Orang yang Menerima Gaji 55 Rancangan
Penyediaan Gajidan T ASN BPKD BPKD 42,081,443,961.00( PAD
enyediaan aj dan unjangan danTunjangan ASN Orang/Bulan awal RKPD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan Rancangan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD BPKD danPenguijian/Verifkasi Keuangan SKPD BPKD 156 Dokumen 387,747.000) - PAD awal RKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Rancangan
BPKD BPKD | 1L 33,582,000.00 [ PAD
Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir aporan o awal RKPD
Tahun SKPD
P ki jaan | R
3 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | BPKD ers?n.tase 'etersedlaar? ayanan BPKD 100% 158,000,000.00 ancangan
Administrasi Kepegawaian awal RKPD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Rancangan
Kelengkapannya BPKD Atribut Kelengkapan BPKD | 3 paket 138,000000 | PAD awal RKPD
. ! . Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pendidkan dan Pelathan Pegawai Berdasarken | poy ) |c. noci yang Mengkut Pendidian dan | BPKD | 5 Orang 20000000 | pap | Rencangen
Tugas dan Fungsi ! awal RKPD
Pelathan
Persentase ketersediaan layanan Rancandan
4 |Administrasi Umum Perangkat Daerah BPKD |Administrasi Umum Perangkat BPKD 100% 736,146,683.00 awal RKgPD
Daerah
Penyediaan Komponen dan Instalasi Jumleh Pkt Komponen Insaasi Rancangan
Listik/Penerangan Bangunan Kanior BPKD Lllstnkl/Penerangan Bangunan Kantor yang BPKD | 10 Paket 9,345,683 | PAD awal RKPD
Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yan R
Penyediaan Bahan Logisti Kantor BPKD [ . Y91 BPkD | 2Paket 22000000000 | PAD | oneangan
Disediakan awal RKPD
p diaan bahan b d u Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan R
enyetiaan banan bacaan dan peratiran BPKD |Peraturan Perundang-Undangan yang BPKD | 5 Dokumen 7,200,000.00 [ PAD ancangan
perundang-undangan o awal RKPD
Disediakan
. . . - Rancangan
Penyediaan Bahan/Material BPKD [Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan| BPKD | 2 Paket 71,700,000 | PAD awal RKPD
G e Rancangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu BPKD |Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu BPKD | 12 Laporan 82,500,000.00 | PAD awal RKPD
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Rancangan
SKPD BPKD Koordinasi dan Konsultasi SKPD BPKD | 12 Laporan 34540100000 | - PAD awal RKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase pengadaan/pemeliharaan 0 Rancangan
5 Urusan Pemerintah Daerah BPKD barang milik daerah BPKD |~ 100% 45,592,095.00 awal RKPD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ppyp |2umieh UnitPeralatan dan Mesin Lainnya| ooy | oy 45592,09500 | PAD | Rancangan
yang Disediakan awal RKPD
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Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase ketersediaan Jasa Rancangan
6 | jang BPKD |Penunjang Urusan Pemerintahan | BPKD |  100% 86,620,000.00 g
Pemerintah Daerah awal RKPD
Daerah
) . . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyedaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Al | ooy 1y | uikasi, Sumber Daya Airdan Listi | BPKD. | 12 Laporan 1998000000 | pap | Rneangan
dan Listrik o awal RKPD
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Rancangan
y giap BPKD |Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang| BPKD | 12 Laporan 66,640,000.00 | PAD :
Kantor L awal RKPD
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase pemeliharaan barang ) Rancangan
7 Urusan Pemerintahan Daerah BPKD milik daerah BPKD | 100% 159,188,693.00 awal RKPD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Rancanaan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | BPKD |atau Lapangan yang Dipelihara dan BPKD | 30 unit 118,325,500.00 [ PAD awal RKgPD
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
. I Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
PemeliharalRehabiasi Sarana da.” Prasarana BPKD |Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | BPKD | 10 unit 40,863,193.00 | PAD Rancangan
Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya S awal RKPD
yang Disediakan
Tingkat Kepatuhan terhadap standar ) Rancangan
Il |Program Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD | 100% 1,258,919,041.00 awal RKPD
- Persentase dokumen penganggaran
4 [Koordinasi dan Penyusunan Rencana BPKD |Peemrintah daerah yang diselesaikan | BPKD |  100% 621,705,669.00 Rancangan
Anggaran Daerah awal RKPD
Tepat Waktu
. o R Rancangan
1" |Koordinasi Penyusunan dan Verifkasi RKA -SKPD | BPKD [Jumiah RKA- SKPD yang Diverifikasi BPKD |54 Dokumen 17,453,320.00 | PAD awal RKPD
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan Jumiah Perubahan RKA-SKPD yang Rancangan
2 RKA-SKPD BPKD Diveriikasi BPKD |54 Dokumen 17,453,320.00 [ PAD awal RKPD
. . L Rancangan
3 [Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | BPKD |Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi BPKD |54 Dokumen 48,734,680.00 [ PAD awal RKPD
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Rancangan
4 DPA-SKPD BPKD Diverikas BPKD |54 Dokumen 49,223,209.00 [ PAD awal RKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerag Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Rancanaan
5 [Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah BPKD (dan Peraturan Kepala Daerah tentang BPKD | 4 Dokumen 226,510,570.00 [ PAD " IRKgPD
Tentang Penjabaran APBD Penjabaran APBD awa
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerag ;umlih : era/:JPr;B Ddaer:h te;tangK | R
6 |Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala erubahan an reraluran epaa | oy | 4 Dokumen 184,580,570.00 | PAD | ancangan
. Daerah tentang Penjabaran Perubahan awal RKPD
Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD APED
5 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan BPKD Persentase Ketepatan pengelolaan BPKD 100% 304,920,500.00 | 100% Rancangan
Daerah Penatausahaan Keuangan Daerah awal RKPD
lah Dokumen Hasil Koordinasi 8 R
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah pp | Jumeh Dokumen Hasi Koordnasidan | oo ) | 8000 4124200000 | PAD | oneangen
Pengelolaan Kas Daerah Dokumen awal RKPD
Penyiapan, Pelaksanaan Pengadilan dan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 810 Rancangan
Penertban Anggaran Kas dan SPD BPKD Penerbitan Anggaran Kas dan SPD BPKD Dokumen 9,26000000 | PAD awal RKPD
Penatausahaan Pembiayaan Daerah BPKD Jumlah Dokumen Hasi Penatausahaan BPKD 2600 60,030,000.00 | PAD Rancangan
Pembiayaan Daerah Dokumen awal RKPD
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran ;i:f:nzziug:nnﬁ:fii;ﬁ:sgji?: 5400 Rancanaan
Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D | BPKD g BPKD 84,601,000.00 [ PAD g
: . Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D Dokumen awal RKPD
dengan Instansi Terkait . .
denganinstansi Terkait
. . Jumlah Orang yang Mengikut Pembinaan
Penylapan, Pelaksanaan Pengadian dan BPKD |Penatausahaan Keuangan Pemerinah | BPKD | 80 Orang 276750000 pap | Rencangan
Penertban Anggaran Kas dan SPD Kabupaten/Koa awal RKPD
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3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan BPKD Persentase Dokumen Laporan BPKD | 100% 33020087200 Rancangan
Pelaporan Keuangan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan ' e awal RKPD
- _ Jumiah Laporan Hasi Koordinasi
oordinasi Pelasanaen Akurins Peneriteen dan BPKD |Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan | BPKD 649 103,378,000 PAD Rancangan
Pengeluaran Kas Daerah Dokumen awal RKPD
Pengeluaran Kas Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Jumiah Rancangan Peraturan Daerah
Daerah Tentang Pertanggungjawaban fentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran BPKD Rancangan PERDA Tentang Penjabaran BPKD | " Dolurten 191765000 PAD awalRKPD
Pertanggungjawaban PelaksanaAPBD Kabupaten Pertanggungjawaban Pelaksanaan
[Kota APBD Kab/Kota
Koordinasi,Sinkronisasi, dan Penyelesaian é?r:ﬁfhnﬁoﬁuzn:ga;” Kloorid|:aTS|,nmn Rancangan
- |Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Kerugian | BPKD Orsas, Ca Fenyelesaen 1 .| BPKD | 2Temuan 14,150,000 pap |"onenga
Daerah Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian awalRKPD
Daerah
Jumiah Orang yang Mengiku Pembinaan
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Akuntansi, Pelaporan dan Rancangan
BPKD BPKD 2,999,872 PAD
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban Pemeriniah B0 Orng .58 awal RKPD
Kabupaten/Kota
‘ Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan BPKD Persentase Urusan kewenangan BPkD | 100% 243,600,000000 Rancangan
Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan awal RKPD
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan F’UI;::;::;(Z;:;:II;;::;n 1 Rancancan
1 |Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman | BPKD ¢ , . _ BPKD 16,000,000,000 DAU ;
Pererinah Daerah Penerimaan Pinjaman Pemerintah Laporan awal RKPD
— R CaporaTTTaSTaTaTss
2 Arasis Perencanazn dan Penyaliran Banlian BPKD |Perencanaan dan Penyaluran Bantuan | BPKD 1 221,000,000,000 DAU Rencangen
Keuangan Laporan awal RKPD
3 |Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak BPKD dumeh Laporen Hasi Pengelolaan Dana BPKD |12 Laporan|  5,000,000,000 DAU Rencangen
Darurat dan Mendesak awal RKPD
o Jumiah Laporan Hasil Pengelolaan Dana 167 Rancangan
4 [Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten /Kota | BPKD BPKD 1,600,000,000 PAD
efgeian Uana bag iast Rabupaen o Bagi Hasil Kabupaten/Kota Laporan R awal RKPD
1 |Program Pengelolaan Barang Milik Daerah P?rsenta!se Barang ik Daerah yang BPKD | 100% 450,923,250.00 | PAD Rencangen
diselesaikan awal RKPD
, " Persentase Laporan Barang Milik . Rancangan
1 |Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah Yang diseesaikan BPKD | 100% 450,923,250.00 | PAD awal RKPD
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk BPKD Jgrplah Kebijakan Pengelolaan Barang 8PkD |4 Dokumen 1387800000 | PAD Rancangan
Daerah Milk Daerah awal RKPD
Optimalisasi Penggunaa, Pemanfaatan, ;ur:lah :okﬁmsn He:]sf:?::mahsam Rancandan
Pemindahnganan, Pemusnahan, dan BPKD || odunedn, Fefanaaan, BPKD [30Dckumen| 9612075000 | PAD | oreende
Penghapusan Barang Mik Daerzh Pemindahtanganan, Pemusnahan dan awal RKPD
Penghapusan Barang Milk Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan dumh Laporen Hasi Rekonsizs caiam Rancangan
N gareny P BPKD {rangka Penyusunan Laporan Barang | BPKD | 4 Laporan 34,769,000.00 [ PAD ;
Barang Milik Daerah . awal RKPD
Milk Daerah
Jumlah L Barang Miik Daerah R
Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah Bpp |* e -2Poram SN WKCRETA | gony | Laporan | 20618550000 | PAD [ oooron
yang disusun awal RKPD
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dalam menunjang
tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran
pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Gowa tahun 2024. Selain itu, Renja Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Gowa juga merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai
fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui
urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat
menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber
pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Renja SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat
perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan
tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa
dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain

itu,anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi
yang telah ditetapkan ;

b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan
organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan

c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah
disusun ;

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.
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Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya
penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah diharapkan lebih terkoordinasi,
terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup
Pemerintah Kabupaten Gowa.

Sungguminasa, 6 Juni 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
1T GOWA,

. ABDUL KARIM DANIA,SE..MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199603 1 012
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